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BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR 35 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 

2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA 
MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI 

KABUPATEN BANDUNG BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meringankan penderitaan penduduk dan 
mempercepat normalisasi kondisi yang terganggu akibat 

mengalami bencana alam dan musibah kebakaran, Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bandung Barat telah memberikan bantuan 
yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati 

Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban 
Bencana Alam Dan Musibah Kebakaran Di Kabupaten Bandung 

Barat; 

b.  bahwa ketentuan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu dilakukan perubahan yang penetapannya 
dilakukan dalam Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Bandung Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban 
Bencana Alam Dan Musibah Kebakaran Di Kabupaten Bandung 

Barat; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 
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3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4967); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah;  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 

Nomor 7); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 

2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Tahun 2010 Nomor 4); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung 
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 

2012 Nomor 3 Seri D); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 
2013 Nomor 3 Seri E); 

19. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Dana Tanggap Darurat di Kabupaten Bandung 

Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 
Nomor 34); 

20. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat 
Korban Bencana Alam Dan Musibah Kebakaran Di Kabupaten 
Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2014 Nomor 6 Seri E); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 

2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN 
BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM 

DAN MUSIBAH KEBAKARAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Korban Bencana 
Alam Dan Musibah Kebakaran Di Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E) diubah, sehingga Pasal 7 
berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

Besarnya bantuan untuk korban yang terkena bencana dan musibah 

kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, ditetapkan sebagai berikut: 

a. Penduduk meninggal dunia, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per/jiwa; 

b. Penduduk luka/sakit berat dan kecacatan, Rp. 1.000.000,- (satu juta 

rupiah) per/jiwa; 
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c. Keluarga  yang  rumah/tempat  tinggal/tempat  usahanya  rusak  berat, 

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per/keluarga; 

d. Keluarga yang rumah/tempat tinggal/tempat usahanya rusak sedang, 

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per/keluarga; dan 

e. Keluarga  yang  rumah/tempat  tinggal/tempat  usahanya  rusak  ringan, 
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/keluarga. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

Ditetapkan di Bandung Barat 

pada tanggal 14 November 2014 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

ABUBAKAR 

 

Diundangkan di Bandung Barat 

pada tanggal 14 November 2014 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

MAMAN S. SUNJAYA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 36 SERI E 

 


